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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

 

Pedoman transliterasi adalah pedoman pemindah alihan bahasa Arab ke 

dalam bahasa Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke 

dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu 

nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab 

ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis 

dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam footnote 

ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini. 

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan 

dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandard internasional, nasional 

ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Dalam hal ini 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera 

dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic 

Transliteration) INIS Fellow 1992.
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B. Konsonan 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin     

Dapat dilihat pada tabel berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ṭ ط  ` أ

 ẓ ظ  b ب 

 ‘ ع t ت 

 gh غ th ث 

 f ف  j ج

 q ق  ḥ ح

 k ك kh خ

 l ل  d د

 m م dh ذ

 n ن r ر

 w و z ز

 h ه s س 

 ʼ ء sh ش 
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Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau akhir, maka ditulis dengan 

tanda (ʼ). 

 
C. Vokal 

 

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Ḍammah U U ا  

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I اَي  

 Fatḥah dan wau Iu A dan U ا وَ 

 

Contoh: 

 kaifa :كَيفَ 

haula : هَولَ 

 y ي ṣ ص

   ḍ ض
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D. Maddah 

 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

 

Huruf 

 

Nama 

Huruf dan 

 

Tanda 

 

Nama 

 Fatḥah dan alif atau ya ᾱ a dan garis di atas ى ىَ ىَ 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِي

 Ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ى و 

Contoh : 

 mᾱta :مَاتَ 

 ramᾱ :رَمَى

 qīla :قِيلَ 

E. TA MARBŪṬAH 

 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua yaitu: ta marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 raudah al-atfᾱl :رَو ضَة  الَأط فَال

 al-madīnah al-fᾱḍīlah :المدِِي  نَة  الفَضِيلَة  

 al-ḥikmah :اَلِحكمَة  

F. SYADDAH (TASYDĪD) 

 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  ّ ’ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

ارَب َّنَ   : rabbanᾱ 

نَا  najjainᾱ : نَََّي  

 al-ḥaqq : اَلَحقُّ  

 al-ḥajj : اَلَحجُّ 

 nu’’ima : ن عِمَّ 

 aduwwu‘ : عَد وُّ 

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharakat kasrah (  ّ  ̧ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِي  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبِ  
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G. Kata Sandang 

 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-). 

Contohnya: 

الَشَّم س  :   al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

الَزَّل زلَةَ    : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

falsafah-al :    الَفَلسَفَة 

al-bilᾱdu :    الَبِلََد 

 
H. HAMZAH 

 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contohnya: 

ta̓murūna  :   ََتَم ر ون

al-nauʼ  :    الن َّو ء 

 : syai’un   ء  شي 
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I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahada 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- 

Qurʼᾱn), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilᾱl al-Qurʼᾱn 

 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 

Al-‘Ibᾱrᾱt Fī ‘umūm al-Lafẓ lᾱ bi khuṣūṣ al-sabab 

J. LAFẒ AL-JALᾹLAH ( الل( 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍᾱf ilaih (frasa nominal), ditranslitari 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

 dīnullᾱh :   دِي ن  اللهِ 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalᾱlah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِ اِلله    hum fī raḥmatillᾱh : ه م  فِ  رَحم 
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K. HURUF KAPITAL 

 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlalu (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR.) Contoh: 

Wa mᾱ Muḥammadun illᾱ rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a lallażī bi Bakkata mubᾱrakan 

Syahru Ramaḍᾱn al-lażi unzila fīh al-Qur’ᾱn 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū 

Naṣr al-Farᾱbi 

Al-Gazᾱlī 

Al-munqiż min al-Ḍalᾱl 
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ABSTRAK 

Muhammad Abdul Hakim, 18220118, 2023, Penyelesaian Sengketa Pada 

Koperasi Konvensional Yang Berprakrek Dengan Prinsip Syariah Di 

Kota Malang Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Koperasi Quantum 

Sinergi Umat Kota Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi 

Syariah,Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Pembimbing: Suud Fuadi,S.HI.,M.EI 

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Koperasi, Hukum Islam 

Koperasi menurut Undang- undang  Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang- orang atau badan 

hukum koperasi dengan kaidah usaha ekonomi. Terdapat salah satu koperasi di 

Kota Malang yang bernama Koperasi Quantum Sinergi Umat, Yang dmana 

Koperasi tersebut secara legalitas masih konvensional namun berpraktek dengan 

prinsip Syariah. Hal ini dapat menimbulkan ketidapastian hukum, sehingga salah 

satunya dapat mempengaruhi bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi suatu 

sengketa.    

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional yang 

diterapkan  koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang dan ditinjau dari Hukum 

Islam. 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Empiris, Pendekatan 

Yuridis Sosiologis. Metodde Pengambilna data yang digunakan yaitu Wawancara, 

dan dokumentasi dengan bersumber pada buku, dokumen- dokumen yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dengan 

metode Editing, classifiying, verifying,analyzing, dan Concluding. 

 

Hasil penelitian ini adalah koperasi Quantum Sinergi Umat Secara legalitas 

masih konvensional, hal ini dibuktikan dengan ketidak sesuaian dengan pasal 13 PP 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan 

koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimana tidak mencantumkan 

kata “Syariah”. Kemudian untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak 

koperasi secara Non Litigasi, yakni dengan Musyawarah dengan pendampingan 

spiritual dan pendampingan kewajiban sudah sesuai dengan hukum islam. Namun 

untuk penyelesaian secara Litigasi, meskipun selama ini belum pernah ada, maka 

Koperasi Quantum Sinergi Umat memilih untuk menyelesaikan di Peradilan Umum 

(Pengadilan Negeri), yang secara yuridis sebenarnya bertentangan dengan akad-

akad/perjanjian yang dasarnya dibuat mengggunakan sistim Hukum Islam.  
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ABSTRACT 

 

Muhammad Abdul Hakim, 18220118, 2023, Legal Settlement in Handling 

Disputes in Conventional Cooperatives Practicing with Sharia Principles 

in Malang City from the Perspective of Islamic Law (Case Study of 

Quantum Sinergi Umat Cooperative in Malang City). Thesis, Sharia 

Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University Malang, Supervisor: Suud Fuadi, S.HI., M.EI 

 

Keywords: Dispute Resolution, Cooperative, Islamic Law 

 

Cooperatives according to Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives are 

business entities consisting of people or cooperative legal entities with economic 

business principles. There is one cooperative in Malang City called Koperasi 

Quantum Sinergi Umat, where the cooperative is legally still conventional but 

practices with Sharia principles. This can lead to legal uncertainty, so that one of 

them can affect how legal settlement in the event of a dispute. 

This research has the purpose of knowing the operational mechanism 

applied by Quantum Sinergi Umat cooperative in Malang City and reviewed from 

Islamic Law. 

This research is included in the type of Empirical research, Juridical 

Sociological Approach. Data collection methods used are interviews, and 

documentation sourced from books, documents related to the research topic. 

Processing of legal materials in this study using the method of Editing, classifying, 

verifying, analysing, and Concluding. 

The results of this study are that the Quantum Sinergi Umat cooperative is 

still conventional legally, this is evidenced by non-compliance with article 13 of 

Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the convenience, protection 

and empowerment of cooperatives and micro, small and medium enterprises, which 

does not include the word "Sharia" in the name of the cooperative. Then for dispute 

resolution carried out by the cooperative in a non-litigation manner, namely by 

deliberation with spiritual assistance and liability assistance in accordance with 

Islamic law. However, for Litigation settlement, although there has never been one, 

the Quantum Sinergi Umat Cooperative chose to settle in the General Court 

(District Court), which juridically actually contradicts the contracts / agreements 

which are basically made using the Islamic Law system. 
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خلص المست  

عبدالحكيم,    ف  المنازعات   مع   التعامل   ف   القانونية   التسوية,  ٢٠٢٣,  ٨١٨٢٢٠١١محمد 
 القانون   منظور   من  مالانج   مدينة   ف   الإسلامية   الشريعة   مبادئ   تمارس  التي  التقليدية   التعاونيات
 القانون   دراسة  برنامج   . أطروحة،(مالانج  مدينة   ف   الكمي   التآزر  تعاونية  حالة   دراسة)  الإسلامي

مالانج، مشرفة:   الحكومية الإسلَمية  إبراهيم مالك  مولانا  جامعة   شريعة،لا كلية  الشرعي، الاقتصادي
 سعود ف عدي الماجست 

الإسلامية الشريعة التعاونيات، المنازعات، حل: المفتاحية الكلمات  

تجارية تتكون بشأن التعاونيات هي كيانات    ١٩٩٢لسنة  ٢٥ التعاونيات وفقًا للقانون رقم
 ة تعاونية ذات مبادئ تجارية اقتصادية. توجد تعاونية فِ مدينة مالانج انات قانوني من أشخاص أو كي

تسمى جمعية كوانتوم سينرجي أومات التعاونية، حيث لا تزال التعاونية تقليدية من الناحية القانونية 
 عدم اليقين القانوني، بحيث يمكن ريعة الإسلَمية. وهذا يمكن أن يؤدي إل ولكنها تمارس مبادئ الش

 .ثر على كيفية حل القانون فِ حالة حدوث نزاعيؤ أن  
ع مَّة    جمعية  تنفذها   الت   التشغيلية  الآليات   تحديد  إل   البحث  هذا   يهدف سينيرغِ   ق  وَّنت م 

 . الإسلَمية  الشريعة   منظور  ومن  مالانج بمدينة  التعاونية
 طرق  نتوكا.  السوسيولوجي  القانوني  المنهج  ، ريبيالتج  البحث  نوع  ضمن   البحث   هذا   ويندرج 

. البحث  بموضوع   المتعلقة  والوثائق   الكتب  من   المستمدة   والوثائق   المقابلَت  هي   المستخدمة   البيانات   جمع 
  والتحليل   والتحقق  والتصنيف  التحرير  أساليب   البحث   هذا   فِ   القانونية  المواد  معالجة   تستخدم

 .والاستنتاج
 ما   وهذا  شرعيتها،  فِ  تقليدية  تزال  لا  ق  وَّنت م سينيرغِ ع مَّة,تعاونية    أن   هي  البحث  هذا  نتائج

 وتمكين   وحماية   سهولة   بشأن  ٢٠٢١  لعام  ۷  رقم   الحكومية   اللَئحة   من  ١٣للمادة  امتثالها  عدم   يثبت
 لا   والت  المتوسطة   المؤسسات.  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  والمؤسسات  التعاونيات

 أي   قضائية،  غير  بطريقة   التعاونية  قبل  من  النزاعات   حل تنفيذ   يتم  ذلك،  بعد ".  شريعة"  كلمة   نتتضم
 ذلك،  ومع.  الإسلَمية  للشريعة   وفقًا   الالتزامية  والمساعدة   الروحية  المساعدة  مع  المداولة   طريق   عن

 اختارت  قبل،  من   التسوية   هذه  مثل  وجود  عدم  من  الرغم  على   القضائية،  الدعاوى   لتسوية  بالنسبة
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 مع   قانوناً   يتعارض  الذي   الأمر  ،(المحلية  المحكمة )  العامة   المحكمة  فِ  التسوية  ق  وَّنت م سينيرغِ ع مَّة جمعية  
 . الإسلَمية  الشريعة  نظام  باستخدام  أساسًا  إبرامها  يتم  الت   الاتفاقيات/العقود
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan di era perekonomian yang tingkat kompetitifnya semakin 

tinggi, dewasa ini banyak ragam usaha dilakukan oleh masyarakat. Terlebih 

setelah beberapa tahun lamanya dunia diguncang dengan berbagai macam 

bencana, salah satunya wabah Covid 19. Banyak pelaku usaha yang terpuruk 

akibat wabah ini. Tidak sedikit pula yang mencoba bangkit kembali dari 

keterpurukan.  

Kondisi para pelaku usaha yang berusaha bangkit, berjaya kembali, 

banyak memperoleh dukungan moril maupun materiil dari pemerintah. 

Berbagai fasilitas, permodalan ringan banyak ditawarkan dari Lembaga 

keuangan, antara lain Bank dan koperasi. 

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang banyak diminati oleh 

masyarakat, khususnya kalangan menengah kebawah, dengan berbagai 

kemajuan informasi yang diterima oleh masyarakat, Koperasi  Indonesia telah 

menunjukan perkembangan yang pesat. Berbagai bentuk fasilitas ditawarkan, 

dengan menyesuaikan permintaan pasar, salah satunya koperasi dengan bentuk 

Syariah.  
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Menyadari akan kebutuhan masyarakat akan sistim pendanaan, yang 

aman secara syariat, bersifat kerjasama, ringan, dan penuh  kepastian dan 

didasarkan pada kekeluargaan, apalagi ditambah dengan semakin 

berkembangnya pengetahuan akan hukum Islam, maka merebaknya Koperasi 

Syariah dirasa menjawab akan kebutuhan masyarakat tersebut. 

Secara Hukum keberadaan Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang– 

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Undang- undang 

tersebut yang dimaksud dengan koperasi adalah badan uasaha yang 

beranggotakan orang- orang atau badan hukum Koperasi dengan melandasakan 

kegiatannya berdasar prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonoimi.  Sedangkan 

tujuan adanya lembaga koperasi tercantum dalam Undang- undang Nomor 25 

tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 3 yang berbunyi “ memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 

ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- 

undang 1945. 

Koperasi yang banyak bermunculan ditengah masyarakat lazimnya 

dikenal sebagai Koperasi Konvensional. Bentuk koperasi ini menawarkan 

keuntungan dalam bentuk bunga.  
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Sumber  pendapatan utama dari koperasi serba usaha yang memiliki unit 

simpan pinjam adalah pendapatan bunga dari pinjaman yang disalurkan kepada 

anggota, calon anggota atau anggota kopeasi lain melalui koperasinya. 

Di Indonesia selain adanya koperasi konvensional, terdapat juga koperasi 

Syariah atau yang dikenal dengan KPPS (Koperasi Simpan Pinjam & 

Pembiayaan Syariah). Koperasi syariah menjadi wadah bagi muslim yang mulai 

tergerak dan membutuhkan pengelolaan sistem Ekonomi Syariah dan ditengah 

banyaknya koperasi Konvensional. Landasan adanya koperasi syariah yakni Al-

Quran surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

وَانِۖ   ا وَن وا عَلَى الِإث ِ وَۖ  وَلَا تَ عَ  وَالت َّق  وَتَ عَاوَن وا عَلى البِ ِ  وَات َّق وا اَللهۗ   اِنَّ اَلله شَدِيد    وَالع د 

 العِقَابِ 

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya”.  

Dalam surat Al- Maidah ayat 2 terdapat kandungan yang isinya 

menganjurkan untuk saling tolong menolong dan juga ayat tersebut 

mengandung  unsur ta’awun dan syirkah. Kedua unsur tersebut sejalan dengan 

prinsip koperasi konvensional sehingga masyarakat dengan mudah menerima 

dibetuknya koperasi syariah. 
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Di kota Malang terdapat beberapa koperasi yang bepraktik dengan 

prinsip Syariah namun masih terdaftar sebagai koperasi konvensional salah 

satunya  yakni Koperasi Quantum Sinergi Umat. Koperasi   tersebut beralamat 

di lantai 3 Mall Dinoyo city Jalan MT. Haryono No.195-197, Dinoyo, 

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur . Koperasi Quantum Sinergi 

Umat memiliki fasilitas pembiayaan syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, 

dan Ijarah Multi Jasa. 

  Munculnya Koperasi yang operasionalnya berbasis Syariah, tidak 

terlepas dari keberadaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 

Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan uasaha simpan pinjam dan 

pembiayaan Syariah. Didalam pasal 2 disebutkan bahwa  persyaratan 

membentuk koperasi Syariah perlu adanya pengesahan akta pendirian koperasi 

yang menerangkan suatu koperasi Syariah melaksanakan usaha simpan pinjam 

dan pembiayaan Syariah diberikan dengan diterbitkannya keputusan 

pengesahan akta pendirian koperasi oleh kementerian koperasi dan Usaha Kecil 

Mikro. Kemudian Koperasi Syariah juga wajib memiliki dewan pengawas 

Syariah. lebih lanjut dalam pasal 13 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 

tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa koperasi yang akan 

menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata 

“syariah” dalam nama koperasi. Kata “wajib” dalam isi pasal 13 PP No.7 tahun 

2021, sudah tentu mengandung makna keharusan, dan hal ini ditujukan untuk 
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memberikan terang/kejelasan bentuk bagi masyarakat yang ingin  bertransaksi 

dengan Koperasi.  

Bagaimana dengan Koperasi Quantum Sinergi Umat, yang nama lembaganya 

tidak mencantumkan kata “Syariah”, sebagai identitas bahwa semua fasilitas 

pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi adalah dilakukan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip Syariah. 

Akibat ketidak jelasan dalam bentuk koperasi ini, tentu berpengaruh pula 

pada bagaimana pola penyelesain hukum apabila terjadi suatu sengketa  , apakah 

menyelesaiakan sengeketa tersebut dengan menggunakan payung hukum 

konvensional atau payung hukum Syariah. 

Adanya dua wajah dalam tubuh Koperasi Quantum Sinergi Umat kota 

Malang, yaitu berbentuk Konvensioanl dan beroperasional secara Syariah, hal 

ini sudah tentu menjadi bahan yang perlu dicermati, khususnya bagaimana 

halnya bila terjadi sengketa antara Koperasi Quantum Sinergi Umat dengan 

investor maupun mitra bisinisnya. Karena secara hukum, di ranah kepentingan 

sipil/keperdataan, negara Indonesia memiliki dua sistim peradilan, yaitu 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Kedua Lembaga peradilan tersebut 

secara hukum memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan suatu 

perkara. Kewenangan absolute Peradilan Agama dalam penanganan sengketa 

sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang 

Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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Penyelesaian sengketa dalam hukum islam di bagi menjadi tiga, yakni 

Suhl, Tahkim ( Arbitrase), dan Wilayat Al- Qadha ( kekuasaan Kehakiman). 

Suhl yakni suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri 

perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. 

Tahkim yakni penyelesaian yang melibatkan orang ketiga sebagai pencegah 

suatu sengketa. Sedangkan Wilayat Al- Qadha yakni Lembaga yang 

menetapkan hukum syara. pada suatu peristiwa atau sengketa untuk 

menyelesaikannya secara adil dan mengikat.  

Pada Fatwa DSN MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman dan 

Operasional Koperasi Syariah, didalam fatwa ini dijelaskan pula mengenai 

penyelesaian sengekta. Dimana pada fatwa ini disebutkan apabila telah terjadi 

suatu perselisihan, maka dapat diselesaiakan dengan musyawarah mufakat dan 

jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat diselesaiakan 

melalui badan Arbitrase Syariah Nasional atau peradilan agama. 

Berdasarkan pemaparan diatas membuat  semakin menarik, karena 

keberadaan koperasi yang dimana mengacu pada peraturan yang beragam, 

sehingga menimbulkan ketipakpastian hukum pula, terutama apabila terjadi 

sengketa. Hal ini yang menjadi alasan penulis mengangkat judul 

“PENYELESAIAN SENGKETA PADA KOPERASI KONVENSIONAL 

YANG BERPRAKTEK DENGAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA 

MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI 

QUANTUM SINERGI UMAT KOTA MALANG) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

yang menjadi rumusan maslah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktek operasional yang diterapkan oleh koperasi Quantum 

Sinergi Umat Kota Malang ? 

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam  mengenai penyelesaiakan Sengketa 

pada Koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip syariah studi 

kasus koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dengan rumussan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional yang diterapkan  koperasi 

Quantum Sinergi Umat Kota Malang  

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam dalam menyelesaikan 

sengketa pada Koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip 

syariah studi kasus  koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritik 

maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan teori tambahan serta 

Informasi khususnya mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap  penyelesaian sengketa pada koperasi konvensional yang 

berpraktek dengan prinsip syariah studi kasus koperasi Quantum Sinergi 

Umat kota Malang 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai pengetahuan terhadap Implementasi penyelesaian sengketa pada 

koperasi Konvensional khususnya pada pihak koperasi pada koperasi 

Quantum Sinergi Umat kota Malang agar mengikuti peraturan perundang 

undangan mengenai Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk mengarahkan kepada maksud 

dan tujuan penelitian, serta menghindari adanya kerancuan makna, 

diantaranya ialah: 
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1. Penyelesaian Hukum  

Penyelesaian Hukum adalah proses penyelesaian konflik atau 

sengketa hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase, 

mediasi, negoisasi, dan sebagainya. Tujuan dari Penyelesaian hukum 

yakni untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan efektif, serta 

untuk mencagah konflik yang lebih besar 1. 

 

2. Sengketa  

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu 

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. 

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang 

berbeda kepentingan, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan. 2 

 

3. Koperasi  

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan 

para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, 

dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 3 

 

 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
2 Urip Santoso, “ Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” 

Perpektif Vol. XXI No.3 (2016) : 193 
3 Pasal 1 ayat 1 Undang- undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian 
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4. Prinsip syariah  

Prinsip syariah adalah prinsip- prinsip yang menjadi dasar dalam 

hukum ekonomi syariah. Prinsip- prinsip ini diilhami oleh nilai- nilai 

islam dan digunakan sebagai panduan dalam kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh umat. Prinsip- prinsip hukum ekonomi syariah secara 

umum meliputi prinsip tauhid, prinsip kemaslahatan, dan prinsip 

tahsiniyyat. 

 

5. Hukum Islam  

Hukum Islam adalah hukum hukum yang kewajibannya sudah diatur 

secara jelas dan tegas dalam Al-Quran atau hukum- hukum yang 

ditetapkan secara langsung oleh wahyu, seperti kewajiban zakat, puasa, 

haji, Syura, dan Akad.4 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari materi pada 

penelitian ini, maka tata urutan pembahasan mempunyai peranan yang sangat 

penting dimana tata urutan tersebut juga mengacu pada buku Pedoman penulisan 

karya tulis ilmiah Fakultas Syariah. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri 

dari lima bab, yaitu sebagai berikut : 

 
4 Siti Mahmuda, “ Reformasi Syariat Islam ( Kritik Pemikiran ‘ Abd Al- Karim)” , Al- Adalah 13  

No.1, 2016 : 86 
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Bab I Pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan 

sistematika pembahasan. Adapun latar belakang pada penelitian ini adalah 

memaparkan adanya koperasi Konvensional yang berpraktek dengan prinsip 

syariah sehingga timbul suatu permasalahan yakni terdapat ketidakpastian 

hukum yang kemudian menarik untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian 

ini adalah sebagai refrensi yang harus diselesaikan pada skripsi yang 

berhubungan dengan Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa Pada 

Konvensional Yang Berpraktik Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang 

Perpektif Hukum Islam adapun manfaat pada penelitian ini adalah memberikan 

pemahaman dan pengetahuan bagi pihak yang bersangkutan dengan penelitian 

ini. Definisi operasional disini menjelaskan terkait kosakata dalam judul 

penelitian skripsi ini yaitu “ Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa 

Pada Konvensional Yang Berpraktik Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang 

Perpektif  Hukum Islam ( Studi Kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota 

Malang)  

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini memaparkan penelitian terdahulu dan 

juga kajian pustaka. Penelitian terdahulu akan menjadi acuan informasi terkait 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumya yang berkaitan dengan 

“Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa Pada Konvensional Yang 

Berpraktik Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang Perpektif  Hukum Islam”  

baik berupa skripsi ataupun jurnal, baik berkaitan dengan substansial atau 

metode yang lainnya dalam penelitian ini sehingga dapat menghindari adanya 
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plagiasi dalam penelitian dengan menyebutkan persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini. Sedangkan tujuan  kajian  teori dalam penelitisan ini akan 

berisikan tentang analisa permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian 

hukum pada koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip syariah. 

 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode 

penelitian yang dipakai pada penelitian ini. jenis penelitian dalam skripsi ini 

menggunakan penelitian empiris yang dimana penelitian ini dilakukan  secara  

langsung dengan mendatangi lokasi penelitian yakni Koperasi Quantum Sinergi 

Umat Kota Malang. Adapun  pendekatan penelitian menggunakan pendekatan 

Yuridis sosiologis atau bisa disebut dengan pedekatan deskriptif kualitatif.  

lokasi penelitian yaitu bertempat di Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota 

Malang. Jenis dan Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara 

dengan para pihak koperasi terkait praktek penyelesaian hukum pada koperasi 

konvensional yang berprinsip syariah dan berbagai dokumentasi hasil dari 

wawancara tersebut.. adapun metode Pengolahan data pada penelitian ini adalah 

cara untuk menganalisis penyelesaiakan hukum pada koperasi Konvensional 

yang berpraktik dengan prinsip syariah perspektif hukum islam  
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini untuk menguraikan 

hasil penelitian dan analisa data primer dan juga sekunder yang berhubungan 

dengan penyelesaiakan hukum dalam menangani sengketa pada koperasi 

konvensional yang berpraktik dengan prinsip syariah di kota malang studi kasus 

koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang .  

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dimana 

didalamnya peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian dan peneliti akan 

memberikan saran yang sebaik-baiknya. 
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BAB II 

TINAJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai upaya untuk memperjelas penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penyelesaian Hukum dalam menangani 

sengketa pada koperasi konvensional yang berpraktik defngan prinsip syariah, 

maka dari itu perlulah kiranya dijelaskan penelitian terdahulu untuk dikaji dan di 

telaah secara seksama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. penelitian yang disusun oleh Aulia Rahmi yang berjudul “Pola Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) 

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian ini fokus 

kepada pola penyelesaian sengekta Ekonomi Syariah yang terjadi terhadap 

anggota dan pihak koperasi Simpan Pinjam Syariah di Risau Jaya, kabupaten 

Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penelitian ini mengkaji pola penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah berdasarkan konsep sulh pada Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES). Dalam penelitian ini relevansi konsep shulh dalam 

KHES terhadap pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah secara 

sistematis dan teoritis penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan KHES. 

persamaan antara penelitian yang disusun oleh Aulia Rahmi adalah 

persamaan dalam pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pada koperasi 

yang berprinsip syariah, sedangkan perbedaannya yakni pada perspektif yang 

digunakan.  
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2. Peneletian yang disusun oleh Rifki Afrizal yang berjudul “ Penyelesaian 

Hukum Terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif ”. Dalam penelitian ini fokus kepada pola penyelesaian  

Hukum terhadap anggota koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning 

Kabupaten Lampung Utara yang memiliki Piutang Pasif. Penelitian ini 

mengkaji pola penyelesaian Hukum  ditinjau dari perspektif hukum Islam dan 

hukum Positif. Dalam penelitian ini penyelesaian Hukum yang dilakukan oleh 

pihak Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning sesuai dengan perspektif hukum 

Islam dan Hukum Positif. 

 

3. penelitian yang disusun oleh Nurjamil, Siti Nurhayati, ahmad Agung, Inue 

Risnaningsih  yang berjudul “Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan 

Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren  ”. Dalam penelitian 

ini membahas tentang pengelaborasi model penyelesaian sengketa pembiayaan 

bermasalah pada bank wakaf mikro  berbasis pesantren di Lembaga Mikro  

Syariah (LKMS). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam sengketa 

yang terjadi pada pembiayaan yang bermasalah BWM memiliki tahapan 

penyelesaian yakni: dengan cara penagihan Intensif (Cash Collateral), 

penjadwalan kembali (rescheduling),  persyaratan kembali (reconditioning), 

atau yang dikenal dengan tahapan pemenuhuan prestasi dan langkah terakhir 

yakni Musyawarah dengan para pihak terkait. Sehingga penyelesaian sengketa 

melalui jalur Litigasi di pengadilan Agamtidak perlu di tempuh oleh para 

pihak. 
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persamaan antara penelitian yang disusun oleh Nurjamil, Siti Nurhayati, 

Ahmad Agung, Inue Risnaningsih adalah persamaan dalam pembahasan 

mengenai penyelesaian sengketa pada Lembaga keungan yang  berprinsip 

syariah, sedangkan perbedaannya yakni pada perspektif yang digunakan. 

 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Aulia Rahmi Pola Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi 

Syariah di Koperasi 

Simpan Pinjam 

Syariah (KSPS) 

Tinjauan 

Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

pembahasan 

mengenai 

penyelesaian 

sengketa pada 

koperasi yang 

berprinsip 

syariah 

pada perspektif 

yang 

digunakan. 

Yakni Hukum 

Ekonomi 

Syariah.   

 

 

2 Rifki Afrizal Penyelesaian 

Hukum Terhadap 

Anggota Koperasi 

Piutang Pasif 

Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum 

Positif  

Pembahasan 

mengenai 

penyelesaian 

sengketa 

perspektif 

Hukum Islam 

Pada studi 

kasus yang 

diteliti 
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3 Nurjamil, 

Siti 

Nurhayati, 

Ahmad 

Agung,  

Inue 

Risnaningsih 

Model 

Penyelesaian 

Sengketa 

Pembiayaan 

Bermasalah pada 

Bank Wakaf Mikro 

Berbasis Pesantren   

pembahasan 

mengenai 

penyelesaian 

sengketa pada 

Lembaga 

keungan yang  

berprinsip 

syariah 

Perspektif 

yang 

digunakan 

yakni 

menggunakan 

Hukum positif 

 

B. Kajian Pustaka 

1. Penyelesaian Hukum  

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun 

proses non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan 

proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian 

melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar 

persidangan atau sering disebut dengan alernatif penyelesaian sengketa. 

Berikut penjelasan mengenai perbedaan penyelesaian secara litigasi dan 

non litigasi:5 

a. Proses litigasi 

Proses penelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat 

dilakukan melalu jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini 

 
5 Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (litigasi dan Non Litigasi)” , Al- Bayyinah: 

Jurnal of Islamic Law volume VI Nomor 2 , Desember 2017 : 100 
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berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam 

suatu rangkaian persidangan. Penyelenggara peradilan dilaksanakan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi.    

 

b. Proses Non Litigasi 

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ( pengadilan) bukanlah 

merupakan satu satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat 

ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain Litigasi, terdapat 

penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah),mediasi, 

arbitrase, dan konsiliasi. 

Adapun dasar dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian 

hukum secara litigasi dan non litigasi, diantaranya yaitu: 

a. Kitab Undang- undang Hukum Acara Perdata ( KUHAP) 

b. Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman  

c. Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 
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2. Kewenangan Absolut dan Relatif peradilan  

a.  Peradilan umum 

Kewenangan Absolut dan Relatif pengadilan negeri di Indonesia di 

atur dalam Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kewenangan 

absolut dan relatif pengadilan negeri: 

1) Perkara pidana : pengadilan negeri memiliki kewenangan absolut 

untuk memeriksa dan memutus perkara yang termasuk yurisdiksi, 

seperti tindak pidana khusus, dan tindak pidana ringan. 

2) Perkara Perdata : pengadilan negeri memiliki kewenangan  absolut 

untuk memeriksa dan memutus perkara yang termasuk yurisdiksi, 

seperti perkara perdata umum, perkara perdata khusus, perkara 

kepailitan. 

3) Perkara Tata Usaha Negara :  pengadilan negeri memiliki 

kewenangan  absolut dalam perkara yang terkait dengan Tata 

Usaha Negara, termasuk sengketa Administrasi, gugatan terhadap 

keputusan administrasi, dan perkara lain yang berkaitan degan 

tindakan pemerintah. 

Sedangkan untuk kewenangan Relatif  Peradilan Umum 

diantaranya yaitu: 

1) Wilayah Hukum : pengadilan negeri memiliki kewenangan reatif 

untuk memeriksa dan memutus perkara yang terjadi di wilayah 

hukumnya. Misalnya pengadilan negeri Jakarta pusat memliki 
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kewenangan relatf dala perkara yang terjadi di wilayah 

administratif Jakarta pusat.   

2)  Wilayah perkara : pengadilan negeri memiliki kewwenangan  

relatf dalam perkara tertentu berdasarkan jenis perkara yang di 

ajukan. Misalnya pengadilan negeri memliki kewenangan relatif 

dalam perkara perceraian, pewarisan, penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dan sebagainya.    

 

b. Peradilan Agama 

Kompetensi Absolut pengadilan Agama adalah kekuasaan 

Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis wewenangnya. 

Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang 

undang Nomor 50 Tahun 2019 tntang pengadilan Agama serta asas 

personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan 

Agama dalam menirima, memeriksa, memutus dan menyelesaiakan 

perkara: 

1) Perkawinan 

2) Kewarisan 

3) Wasiat 

4) Hibah 

5) Wakaf 

6) Zakat 
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7) Infaq 

8) Shadaqah 

9) Ekonomi syariah 6 

Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya 

adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis 

berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 

dengan Pengadilan Agama Ngawi. Dalam hal ini antara Pengadilan 

Agama Kabupaten Magetan dan Pengadilan Agama Ngawi adalah satu 

jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama. 

Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada 

hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam 

hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan 

bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang 

berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif 

Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg 

jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan 

agama. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu 

harus diajukan dengan daerah hukum tergugat berada.7 

 
6 Pengadilan Agama Megetan Kelas 1B: “Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan 

Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama”, 6 November 2019, Diakses 30 Mei 2023, 

https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-

kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama  
7 Pengadilan Agama Megetan Kelas 1B: “Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan 

Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama”, 6 November 2019, Diakses 30 Mei 2023, 

https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama
https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama
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3. Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi sebagaimana 

yang terlah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:8 

a. Negoisasi  

Negoisasi yaitu cara untuk menyelesaiakan masalah melalui 

musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara 

pihak- pihak yang bersengketa kemudian hasilnya dapat diterima oleh 

para pihak. 

Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara negosiasi 

mengalami jalan buntu aau dengan kata lain tidak tercapai suatu 

kesepakatan atau persetujuan, maka para pihak yang bersengketa dapat 

menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketanya. 

 

b. Mediasi  

Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa yang dimana 

para pihak dapat menentukan atau menunjuk pihak ketiga untuk 

menjadi penengah aau bisa disebut dengan Mediator. Mediator tersebut 

dapat negara, organisasi, atau individu. Kedudukan mediator dalam hal 

ini adalah berusaha memberikan keseimbangan para pihak yang 

bersengketa sehingga mereka dapat dipertemukan dalam suatu keadaan 

yang sama- sama menguntungkan. Kemudian harus dipahami bahwa 

 
https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-

kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama 
8 Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (litigasi dan Non Litigasi)” , Al- Bayyinah: 

Jurnal of Islamic Law volume VI Nomor 2 , Desember 2017 : 102 

https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama
https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama
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Mediator tidak berada pada posisi yang dapat memaksa salah satu pihak 

untuk menerima apa yang dikehendaki oleh pihak lainya.   

Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 

ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi 

yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu 

proses kegiatan sebagai  kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang 

dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. 

 

c. Arbitrase 

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya 

melalui negoisasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak 

berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha 

penyelesaian melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang bersifat mengikat dan mengikat. 

Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah 

cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 

para pihak yang bersengketa.9 

 

 
9 Pasal 1 Undang- undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase 
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d. Konsiliasi  

Sama seperti dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang 

bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. 

Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai 

fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang 

bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan   

para   pihak   itu   sendiri.   Hanya   saja   seorang konsiliator berperan 

sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu 

dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik 

pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika 

pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak 

tidak mau bertemu langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat 

melakukan  hal-hal  yang  dilakukan  konsiliator,  juga menyarankan 

solusi  atau  proposal  penyelesaian  sengketa,  hal mana secara teoritis 

tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator.  

4. Penyelesaian Hukum menurut Hukum Islam 

Penyelesaian sengketa menurut Hukum Islam dapat dilakukan melalui 

beberapa metode yang diakui dalam tradisi Hukum Islam. Berikut adalah 

beberapa metode penyelesaian sengketa yang umum dalam konteks hukum 

islam:10 

 
10 Nurhayati, “ Penyelesaian Sengekta Dalam Hukum Ekonomi Islam”, J-HES: Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah, vol 3, No.1, Januari – Juni 2019: 3 
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a. Al- Sulh  

Secara Bahasa, “Sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan 

menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk 

mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang 

bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan 

perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh 

Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 128 yang 

terjemahnya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”. Ada tiga 

rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus 

dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni:11 

1. Mushalih ( pihak yang mendamaikan) 

Pihak yang dapat mendamaikan hendaknya sanggup bertindak dan 

memiliki kekuasaan guna melepasakan haknya atau hal hal yang 

yang terkait dalam perdamaian, karena tidak semua orang  yang 

cakap dalam bertindak tentu memmiliki kekuasaan. Seperti wali 

atas harta benda yang diperwalianny, pengampu atas benda yang 

berada dibawah pengampuannya, dan pengawas wakaf atas  hak 

milik wakaf yang berada di pengawasannya. 

 

 

 

 
11 Asep Dadan Suganda,” Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari’ah,” ISLAMICONOMIC : 

Jurnal Ekonomi Islam, vol.4, no 1 (2013) : 2 https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.74 

https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.74
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2. Mushalih bih ( objek yang di sengeketakan) 

Harta benda yang dapat dipersengketakan dalam kegiatan Ekonomi 

Syariah yakni apabila memiliki unsur unsur seperti: 

a) Sesuatu yang memiliki wujud dan bersifat material 

b) Sesuatu yang secara kebiasaan adat masyarakat dipandang 

mempunyai nilai  harta 

c) Sesuatu yang sesuai dengan ajran Allah SWT 

d) Sesuatu yang dapat disimpan dan dimiliki 

e) Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya 

Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) para ahli hukum 

Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya 

dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas 

hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, 

persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah 

saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat 

didamaikan. 

b. Tahkim  

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan 

istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara 

etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu 

sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan 

arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau 

lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna 
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menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang 

menyelesaikan disebut dengan “Hakam”. 

 

c. Wilayat Al- Qadha 

Al Qadha (Peradilan) menurutarti bahasa, Al Qadha berarti 

memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan 

hukum syara. pada suatu peristiwa atau sengketa untuk 

menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan 

yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara 

tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah 

(masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan 

masalah jinayah (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang 

diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan 

qadhi (hakim). 

5. Pengertian Dan Dasar Hukum Koperasi 

Secara etimologi, koperasi berasal dari dua kata yaitu “Co” dan 

“operation”. Kata “Co” memiliki arti bersama, sedangkan “Operation” 

berarti bekerja. Dengan demikian apabila dua kata tersebut di gabung maka, 

secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini 

koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang- orang 

atau badan- badan yang bersifat -terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk 

memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama.12 

 
12 Abdul Basith. “ Islam dan Manajemen Koperasi”, ( Malang: UIN Malang Press, 2008). H.42  
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Menurut Undang -undang Nomor 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan 

koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau 

badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas kekeluargaan. 13 

Adapun dasar hukum atau yang menjadi landasan Hukum perkoperasian 

di Indonesia Adalah sebagasi berikut: 

a. Al-Quran 

Landasan hukum berkoperasi juga telah dijelaskan didalam Al-Qur’an 

pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

ُۗاِنُ  اللَُّٰ شَدِيْدُ  ُۖوَات  ق وا اللَُّٰ  وَتَ عَاوَُن  وْا عَلَى الْبُِِّ وَالت  قْوٰىُۖ وَلَُْ تَ عَاوَن  وْا عَلَى الِْْثُِْ وَالْعُ دْوَانُِ

 الْعِقَابُِ

Artinya: “ tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa 

dan permusuhan, Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

sangat berat siksaanya.” 

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa kita diajarkan untuk tolong 

menolong dalam hal kebaikan, sesuai dengan koperasi, yang dimana 

koperasi juga muncul untuk tolong menolong dalam hal kebaikan 

seperti meminjamkan biaya kepada yang membutuhkan. 

 

 

 
13 Pasal 1 ayat 1 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian 
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b. Undang- Undang Dasar 1945 

Didalam UUD 1945 dijelaskan koperasi itu tercantum dasar demokrasi 

ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah 

pimpinan atau kepemilikan anggota- anggota masyarakat. 

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran 

orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan. 14 

c. Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 

Dalam Undang- undang ini bisa menjadi acuan kita dalam melihat dan 

penjabaran terkait koperasi itu sendiri, seperti menjelaskan terkait 

landasan, asas, fungsi, peran, dan prinsip koperasi, juga menjabarkan 

terkait AD-ART koperasi, struktur yang harus ada, status badan hukum 

dan peraturan- peraturan lain yang bisa menjadi acuan jika sesuatu hal 

yang menyimpang. 

d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. 

Dalam peraturan menteri ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan usaha 

simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, yang dimana 

dalam permen ini menjabarkan seputar pendirian koperasi syariah, 

dewan pengawas, akad, dan seputar laporan keuangan dengan prinsip 

syariah. 

 
14 Pasal 33 Undang undang  Dasar 1945 
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e. Fatwa DSN MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman dan 

Operasional Koperasi Syariah 

Dalam fatwa ini menjadi acuan kita dalam melihat penjabaran terkait 

koperasi syariah, seperti pedoman pendirian serta syarat- syarat 

Operasional koperasi syaraiah. 

 

6. Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional 

Dalam lembaga keungan mikro yang berupa koperasi, juga dibagi 

menjadi 2, yaitu koperasi syariah dan koperasi konvensional. Hal mendasar 

yang membedakan koperasi syariah dan konvensional, yang dimana 

koperasi konvensional pada umumnya menggunakan bunga untuk 

presentase keuntungan dari setiap pembiayaan yang ada, tetapi dalam 

koperasi syariah menggunkan prinsip bagi hasil. 

Koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan KSPPS ( Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dan USPPS ( Unit Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syaraiah adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan 

Pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelolah zakat,Infak, 

Sedekah dan wakaf.15 

Adapun hal- hal yang menjadi perbedaan dari koperasi Syariah dan 

koperasi Konvensional adalah sebagai berikut: 

 
15 Pasal 1 ayat 2 Peraturan Koperasi dan UMKM No.11/ PER/M.KUKM/XII/2017/tentang 

Pelakasanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamdan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi 
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a. Aspek Pembiayaan 

Koperasi Konvensional memberikan bunga pada setiap anggota yang 

melakukan pembiayaan sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan 

koperasi Syariah menggunakan bagi hasil. Bagi hasil adalah cara yang 

diambil untuk melayani para Anggota koperasi yang melakukan 

pembiayaan.  

b. Aspek Pengawasan 

Pada koperasi konvensional yang mengawasi operasional atau kinerja 

dari koperasi hanyalah pengurus dan badan pengawas dari koperasi, 

sedangkan pada koperasi syariah diawasi oleh pengawas syariah yaitu 

Dewan Pengawas Syariah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejela dengan cara menganalisis dan melakukan 

pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu kejadian nyata dan 

mengusahakan memberikan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan 

yang dimunculkan oleh kejadian nyata tersebut. Kemudian untuk mencapai 

tujuan dan kemanfaatan dari suatu penelitian, maka didalam penelitian ini 

peneliti memakai metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode 

penelitian tersebut yaitu : 

1. Jenis penelitian 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian 

lapangan atau yang disebut dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian 

empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer atau lapangan 

yang diperoleh melalui data primer atau lapangan.16 Hal ini dikarenakan bahwa 

penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, 

sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait Penyelesaian Hukum 

Dalam Menangani Sengketa Pada Koperasi Konvensional Yang Berprinsip 

 
16 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 133. 

(Amiruddin, 2006) (Arikunto, 2002) 
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Syariah di kota Malang ( Studi Kasus Koperasi QuantumSinergi Umat Kota 

Malang) 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan 

penelitian.17 Adapun jenis pendekatan penelitian yang dipilih ini sesuai dengan 

jenis penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta menjelaskan 

pentingnya menjelaskan penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan 

menganalisis data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis yang berarti penelitian dilakukan terhadap suatu 

keadaan nyata dalam lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk menemukan 

fakta (fact-finding), kemudian identifikasi (problem-identification) dan 

penyelesaian masalah (problem solution).18 Selain itu, istilah dalam penelitian 

ini juga bisa disebut dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berarti 

suatu penelitian yang dilakukan dengan penggunaan data deskriptif yang bisa 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang bersangkutan 

dengan penelitian.19 Adapun pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan 

untuk mengetahui secara langsung bagaimana Penyelesaian Hukum dalam 

menangani Sengketa pada koperasi Konvensional yang berpraktik dengan 

 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rienaka Cipta, 

2002). 23. 
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010). 10 
19 Muh Fitrah and Luthfiyah, Metode Penelitian, ed. Ruslan and Moch Mahfud Efendi, Pertama 

(Sukabumi: CV Jejak, 2017). 44. 
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prinsip Syariah studi kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang 

Perspektif  Hukum Islam. 

3. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian yag dilakukan oleh peneliti adalah Koperasi Quantum 

Sinergi Umat, beralamat di lanatai 1 Mall Dinoyo city Jalan MT. Haryono 

No.195-197, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur . 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

` Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

yaitu data yang berbentuk pengumpulan berbagai informasi melalui 

wawancara dengan para pihak terkait dalam penelitian. 

b. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung 

diperoleh dari sumber aslinya yang bisa berupa wawancara kepada 

Narasumber. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan 

adalah sumber data dari Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota 

Malang. Adapun data tersebut adalah berupa hasil dari wawancara 

dengan Ketua  Koperasi Quantum Sinergi Umat. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah berbagai data yang dikumpulkan atau 

disajikan oleh pihak lain sehingga peneliti tidak sama sekali 

melakukan pengamatan terhadap pengumpulan, pembuatan, 

maupun kontruksi data.20 Data sekunder adalah yang berwujud suatu 

bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah disusun dalam arsip 

atau tersimpan yang dipublikasikan ataupun tidak.21 Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen akta pendirian 

Koperasi Quantum Sinergi Umat dan dokumen Akad Kerjasama 

Nasabah Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka peneliti memakai 

beberapa metode pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut : 

Wawancara merupakan satu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun untuk 

mendapatkan jawaban relavan dengan masalah penelitian yang dibahas.22 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna 

mencapai tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang-orang 

 
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. 12. 
21 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). 13. 
22 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. 82. 
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yang berkompeten.23 Adapun dalam penelitian ini, maka wawancara dilakukan 

kepada Pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang. 

a. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang berwujud 

sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbantuk 

dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.24 Bentuk Dokumen yang diperoleh pada penelitian ini 

yakni Berupa Dokumen Akta Pendirian Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota 

Malang dan Dokumen Akad Kerjasama Nasabah Koperasi Quantum Snergi 

Umat Kota Malang. 

6. Metode Pengolahan Data 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami berbagai data yang 

di dapat, maka peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengolah data 

tersebut dengan tujuan agar terciptanya penelitian yang tepat dan tertata 

dengan baik. Adapun beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Sesuai dengan rumusan masalah, jelaslah harus berfokus pada hal-hal 

yang sesuai dengan penelitian. Dalam teknik editing ini, peneliti akan 

 
23 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 95 
24 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 71. 
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mengecek kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh dari orang yang 

diwawancarai. 

b. Analisis (Analysing) 

Analisis data adalah proses pengorganisasian aturan data, 

pengorganisasian ke dalam kategori dan deskripsi dasar. Sugiono menyatakan 

bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari wawancara, catatan, dan dokumen. 

c. Kesimpulan  (Conslusing) 

Kesimpulan adalah tahap akhir dari suatu penelitian, yang mana 

dalam hal ini peneliti membuat suatu kesimpulan dari serangkaian proses 

penelitian yang telah dilakukan sehingga, dari isu hukum yang telah dikaji 

dan dianalisis, yang kemudian akan menjadi kesimpulan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Koperasi Quantum Sinergi Umat  

 

Koperasi Quantum Sinergi Umat yang berkantor di kota Malang tepatnya di 

Mall Dinoyo lt.3, Jalan MT.Haryono No.195-197 Malang.,  didirikan pada 

tanggal 15 September 2016, sebagaimana yang nampak dalam Akta Pendirian 

nya No.003 tanggal 09 Juni 2017, merupakan lembaga keuangan  yang 

keberadaannya dibawah naungan Kementrian Perkoperasian Republik 

Indonesia.  Pendirian Koperasi ini  didasarkan pada Undang-undang Koperasi 

no. 25 tahun 1992. 25  Hingga tahun 2023 tercatat  jumlah keanggotaan Koperasi 

Quantum Sinergi Umat yang terdaftar berjumlah sebanyak 579 orang.  

Secara hukum bentuk Koperasi Quantum Sinergi Umat adalah koperasi 

konvensional, tetapi dalam prakteknya, koperasi ini menerapkan ketentuan-

ketentuan syariat dalam akad-akadnya. 

Sebagaiman Koperasi-koperasi lainnya di Kota Malang, yang memiliki 

bentuk secara hukum sebagai Koperasi Konvensional, tetapi ternyata secara de 

facto banyak diantaranya yang melakukan praktek operasional secara syariah, 

pada dasarnya munculnya hal ini disebabkan karena semakin tumbuhnya 

 
25 “ Tentang Kami “, Quantum Sinergi Umat, Diakses 19 September 2023, 
https://qsu.co.id/tentang-kami/  

https://qsu.co.id/tentang-kami/
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kesadaran dan keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dari 

lembaga keuangan yang berbasis Syariah, guna memenuhi kebutuihan akan 

bisnis/perekonomian mereka. Khususnya bagi masyarakat islamy yang moderat, 

yang mulai berpikir pentingnya untuk membentuk generasi tumbuh kembang 

yang terbebas dari unsur haram seperti Riba. 

Akan tetapi menyedari bahwa keinginan masyarakat islam (khususnya), 

yang merupakan golongan mayoritas di Indonesia tersebut, ternyata dari sisi 

paying hukum belum sepenuhnya terakomodir, dan keberadaan Koperasi 

Syariah belum sepenuhnya berani mendeklarasikan diri, sebagaimana lembanga 

keuangan dalam bentuk Bank. Dalam hal ini Bank Syariah. 

Banyak faktor yang menjadikan sebab kenapa banyak Koperasi yang 

sebenarnya berpraktek secara Syariah tetapi tidak berani secara tegas 

menunjukan kepada publik. Mereka lebih memilih tetap nampak sebagai 

koperasi konvensioanl. Beberapa alasan tersebut antara lain : 

1. Masa Transisi 

Meski diperuntukkan untuk umum, tetapi harus diakui bahwa peminat/ 

anggota/nasabah koperasi umumnya dari kalangan menengah kebawah. Salah 

satu faktornya adalah limit modal awal yang dimilik Koperasi tidak sebesar 

Bank. Karena fungsi keberadaan Koperasi hakekatnya untuk menunjang 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini menjadikan Koperasi 

membutuhkan waktu untuk mengedukasi anggota/nasabah/mitranya tentang 

fadhilah-fadhilah dari melakukan transaksi secara Syariah. Karena umumnya 
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masyarakat golongan ini lebih memikirkan bagaiman secara instan 

memperoleh keuntungan dengan cara yang banyak, cepat dan dipahami 

secara mudah, seperti halnya riba/bunga. Angka “bunga” akan lebih mudah 

dipahami daripada istilah bagi hasill  

2. Produk Hukum Koperasi Syariah yang ada kurang sepenuhnya 

mengakomodir kepentingan Pelaku Bisni Koperasi Syariah. 

Meskipun beberapa hal tentang Koperasi Syariah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan 

pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, akan tetapi 

sejauh ini Pemerintah belum menerbitkan secara tegas produk hukum yang 

mengatur khusus tentang Koperasi Syariah. Terlebih lagi mengenai kepastian 

Hukum, sistim peradilan yang wajib diikuti oleh Koperasi Syariah. 

Pentingnya produk payung hukum yang memberikan kepastian hukum dan 

kenyamanan bagai para pelaku bisnis Koperasi Syariah, akan memberikan 

dampak posititf pula pada kemantapan mereka (pelaku bisnis Koperasi 

Syariah) untuk memberikan layanan Syariah yang maksimal kepada 

masyarakat. Begitu pula sebaliknya.  

Karena dinilai produk hukum yang sudah ada belum sepenuhnya 

memberikan/ menjamin kepastian hukum bagi pelaku bisnis koperasi 

Syariah, sehingga yang nampak Koperasinya tetap dalam bentuk 

Konvensioanl, padahal prakteknya adalah Syariah.  
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Kitab Undang-undang hukum Perdata adalah produk hukum yang dijadikan 

rujukan oleh Koperasi Konvensioanl. Segala sengketa yang merujuk dari 

KUHP diselesaikan melalui lembaga peradilan umum, yaitu Pengadilan 

Negeri. Sedangkan hal-hal yang diatur secara Syariah, yang sumber 

hukumnya adalah Al’Qur’an dan hadist, harus menjadi sandaran hukum bagi 

Koperasi yang berpaktek secara Syariah. Lembaga peradilan yang berwenang 

dalam penyelesaian sengketa Syariah, dilakukan melalui lembaga Peradilan 

Agama.  

3. Kurangnya penguasaan akan produk hukum yang mengatur tentang Koperasi 

Syariah bagi kalangan Pelaku Bisnis Koperasi Syariah 

Harus diakui, kebanyakan para pelaku Bisnis Koperasi Syariah masih tidak 

begitu memahami tentang hukum termasuk akibat-akibatnya  dari adanya 

usaha, khususnya Usaha Koperasi. Hal yang umum diketahui/ dipahami 

adalah ilmu tentang bisnis itu sendiri, bagaimana bisnis harus dijalankan dan 

diterima oleh masyarakat. Masih banyak dari mereka yang kurang memahami 

akan dampak-dampak hukum dari hasil transaksi/perbuatan yang mereka 

keluarkan. Seperti halnya ketidak tahuan mereka akan keharusan 

mencantumkan kata “Syariah” pada nama lembaga koperasinya yang  

bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengenal. 

Ketiga hal tersebut diatas, merupakan faktor penyebab utama munculnya 

lembaga Koperasi Konvensional yang berpraktek Syariah. Ada unsur keragu-

raguan dalam melaksanakan praktenya. 
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Berangkat dari hal-hal diatas, awal mula koperasi Quantum Sinergi Umat di 

bentuk, yakni berawal dari keprihatinan terhadap beberapa aktivitas Ekonomi Islam 

yang dimana terdapat rantai putus antara keilmuan dengan penerapan dilapangan. 

Selain skill pengusaha yang kurang memadai  ternyata sebagian besar pengusaha 

muslim belum memahami batasan batasan dan hukum hukum syariat dalam 

berdagang, dan ternyata umat membutuhkan lembaga keuangan Syariah yang benar 

benar Syariah. 

Disisi lain, aktivitas dakwah anti riba dan yang sejenisnya serta berbagai 

macam pelatihan bisnis menghasilkan pengusaha hijrah yang cukup banyak. 

Dengan banyaknya pengusaha hijrah, munculah masalah baru saat proses 

pengembangan, kecenderungannya para pengusaha tersebut akan mendapat 

kendala dari sisi financial khususnya permodalan. Kemudian jarang para pengusaha 

tersebut mendapat solusi dari lembaga keuangan syariah yang telah ada. Bahkan 

banyak yang pesimistis sehingga mereka, dengan terpaksa kembali lagi ke 

“konvensional”. Selain masalah tersebut, belum banyaknya Lembaga keuangan 

syariah yang 100% menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariat islam juga 

menjadi masalah, sehingga umat yang memiliki dana lebih, akan khawatir jika 

dananya dikelola secara ”tidak syariah”.  

Koperasi Quantum Sinergi Umat dibentuk dari Keilmuan para Ulama, 

Ustadz Ahmad Djalaludin selaku pembina, telah meletakkan foundasi muamalah 

syariah sesuai Al Quran & sunnah dengan diadakannya kajian rutin bagi Pengurus 
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dan Anggota Koperasi Quantum Sinergi Umat. Sedangkan Ustadz Alfin Shoheh 

selalu membimbing, menekankan, dan menjembatani Ukuwah Islamiyah dalam 

pergerakan Koperasi Quantum Sinergi Umat. Selain keilmuan dari bimbingan para 

Ulama, Farid Hijriahwan Alam Insani Selaku Ketua Koperasi Quantum Sinergi 

Umat, telah berhasil lulus dan mendapat sertifikat dalam pelatihan Dewan 

pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia yang diadakan pada bulan maret 2018 

di Surabaya, hal tersebut menunjukkan keseriusan Koperasi Quantum Sinergi Umat 

dalam menjalankan syariat Islam dalam setiap akivitasnya sebagai Lembaga 

Keuangan Syariah. 

Didukung pula oleh pengusaha pengusaha yang memiliki kompetensi 

sebagai coach (pelatih) Bisnis, seperti Coach Iqbal Saladin Harahap, Coach Helmy 

Firmansyah, Coach Catur Mulyono, dan sebagainya, yang telah terbukti di 

bisnisnya masing masing dan telah mencetak banyak pengusaha handal di Malang. 

Dengan menggabungkan potensi keilmuan syariat islam dari para Ulama dan 

Ilmu bisnis dari para Coach, Koperasi Quantum Sinergi Umat akan berusaha 

menjadi solusi Lembaga Keuangan Syariah yang benar benar dibutuhkan Umat, 

dengan koridor hukum-hukum muamalah sesuai dengan Al Qur’an dan Sunnah. 

Koperasi Quantum Sinergi Umat berusaha menjadi Lembaga Keuangan syariah 

yang menjadi solusi tabungan & investasi sesuai syariat, yang pengelolaan dananya 

dikelola oleh unit bisnis yang profesional dan amanah serta menghasilkan nisbah 

yang halal dan zakat perniagaan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. 
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B. Praktek Operasional Yang Diterapkan Oleh Koperasi Quantum Sinergi 

Umat Kota Malang 

Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang adalah lembaga keuangan 

dibawah Kementrian Perkoperasian Republik Indonesia. Koperasi Quantum 

Sinergi Umat Kota Malang ini memliki beberapa peran yakni  

1. Sebagai jembatan antara Investor dengan para pelaku bisnis yang 

membutuhkan permodalan.  

2.  Melakukan analisa dan audit pada usaha atau proyek para pelaku bisnis 

(mitra) yang hendak di danai berkaitan dengan legalitas usaha, kehalalan 

produk dan skema bisnis yang ditrapkan.  

3.  Melakukan pengawasan terhadap berjalannya proses bisnis baik sebelum, 

ketika berlangsung maupun setelah proyek selesai, agar tetap berjalan sesuai 

koridor syari dan professional. 

Koperasi Quantum Sinergi Umat  memiliki produk produk layanan yang 

ditawarkan kepada nasabahnya seperti layanan tabungan bagi anggota, Investasi 

syariah, tabungan Hari raya, Tabungan Umrah dan Haji, dan Agen. Dalam 

menjalankan produk- produk layanannya , Koperasi Quantum sinergi Umat Kota 

Malang menggunakan beberapa akad, yakni : 
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1. Akad Mudharobah, yang khusus di lakukan antara investor dan Koperasi 

Quantum Sinergi Umat  

2. Akad Mudharobah antara mitra bisnis dengan koperasi Quantum Sinergi Umat 

kota Malang terkait dengan Jual beli Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah Multi 

jasa ( menyesuaiakan Komoditas dan pola bisis calon mitra). 

Akad Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis 

dalam ekonomi Syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan 

kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib). 

Dalam akad ini, Shahibul mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib, yang 

kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang 

dihasilkan kemudian akan dibagi secara proposional antara Shahibul mal dan 

mudharib.    

Fasilitas simpan pinjam pada koperasi Quantum Sinergi Umat Kota malang 

tidak menggunakan sistem riba, namun koperasi menggunakan margin jual beli 

kepada mitra bisnis, dan menggunakan sistem bagi hasil kepada member dan 

investor. 

Dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota 

Malang secara legalitas berbentuk koperasi Konvensional, namun dalam 

operasionalnya menerapkan prinsip syariah26. Dengan menerapkan sistem yang 

dijadikan acuanya yakni konvensional sedangkan operasionalnya menggunakan 

sistem syariah, Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang terkadang mengalami 

 
26 Farid Hijriahwan Alam Insani, (Malang, 5 Mei 2023) 



46  

 

suatu kendala. Kendala yang dihadapi yakni ketika mindset para nasabah yang sudah 

teredukasi dengan baik, tetapi terdapat celah yang dimanfaatkan mitra bisnis 

sehingga menganggap Margin Syariah lebih mahal dari bunga (riba) dan menjadi 

argumen sepihak saat bisnis mitra sedang macet.27 

Penyelesaian hukum yang dilakukan Koperasi Quantum Sinergi Umat kota 

Malang apabila terjdi sengketa yakni dapat ditempuh melalui jalur Litigasi dan jalur 

Non Litigasi. Penyelesaian secara Litigasi yakni Proses penelesaian sengketa oleh 

para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalu jalur litigasi atau lembaga 

peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim 

pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggara peradilan 

dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan 

penyelesaian melalui jalur non litigasi yakni penyelesaian yang dilakukan di luar 

pengadilan seperti penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah),mediasi, 

arbitrase, dan konsiliasi. 

Berdasarkan hasil keterangan wawancara mengenai Koperasi Quantum 

Sinergi Umat kota Malang dalam penyelesaian sengketa, pihak Koperasi memeberi 

keterangan bahwasaanya apabila terjadi sengketa yang di haruskan di selesaiakan 

melalui jalur Litigasi, maka pihak koperasi akan menyelesaiakannya di Pengadilan 

Negeri. Sedangkan apabila sengketa bisa di selesaiakan melalui jalur Non Litigasi, 

 
27 Farid Hijriahwan Alam Insani, (Malang, 12 Juli 2023) 
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maka pihak Koperasi akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dengan 

pendapingan spiritual dan pendampingan kewajiban.28 

 

C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyelesaiakan Sengketa Pada Koperasi 

Konvensional Yang Berpraktek Dengan Prinsip Syariah Pada Koperasi 

Quantum Sinergi Umat Kota Malang 

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan seperti yang dijelaskan diatas 

bahwasannya Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang secara legalitas masih 

terdaftar secara konvensional namun secara operasioanl menggunakan prinsip 

syariah, perlu diketahui bahwasanya dengan menganut hal terbutt, maka dapat 

menuimbulkan ketidak pastian hukum, sehimgga akan berpengaruh terhadap 

bagaiamana penyelesaian atas sengketa bilmana terjadi. 

Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak mencantumkan kata “Syariah” pada 

nama Lembaga, yang dimana telah diatur pada pasal 13 Peraturan Pemerintah No.7 

tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan 

usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa koperasi yang akan 

menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata 

“syariah” dalam nama koperasi. 29 

 

 
28 Farid Hijriahwan Alam Insani, (Malang, 12 Juli  2023) 
29 Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 
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Bentuk koperasi Konvensional atau Syariah, dapat mempengaruhi 

bagaimana penyelesaian sengketa yang di terapkan. Karena hal  tersebut dapat 

menentukan dimana domisili hukum yang digunakan, apakah lingkungan Peradilan 

Negeri atau Peradilan Agama 

Dalam penyelesaian sengketa  yang dilakukan, pihak Koperasi Quantum 

Sinergi Umat kota malang apabila terjadi sengketa yang di selesaikan melalui jalur 

Litigasi, maka pihak koperasi akan menyelesaiakannya di Peradilan Umum yaitu 

Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila sengketa bisa di selesaiakan melalui jalur 

Non Litigasi, maka pihak Koperasi akan menyelesaikan dengan cara musyawarah 

dengan pendapingan spiritual dan pendampingan kewajiban.  

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam prakteknya  penyelesaian 

sengketa yang dilakukan oleh pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota 

Malang, selama ini  melalui jalur Non Litigasi, dibuktikan pada salah satu 

perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan nasabah, yakni 

pada isi pasal 9 perjanjian Akad Mudharabah Investasi Pengadaan Frozen Meat 

NO.A20.2.10.258. MDRBH.2020, yang berbunyi ” Apabila terjadi Perselisihan 

antara Para pihak sehubung dengan perjanjian kerjasama usaha ini, maka para 

pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah”. 30 

Terkait musyawarah dengan pendapingan spiritual dan pendampingan 

kewajiban, yang dimaksud dengan pendampingan Spiritual adalah bahwa pihak 

Koperasi akan memngajak atau membantu pola pikir mitra bisnis untuk 

 
30 Lampiran 
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menyandarkan segala permasalahan  dan menyelesaikannya dalam koridor 

secara syariat. Sedangkan yang dimaksud dengan pendampingan kewajiban 

adalah bahwa koperasi akan secara langsung membantu atau melakukan 

pendampingan secara teknis, mengatasi sumber permasalahan, supaya kegiatan 

mitra bisnis berjalan lancar kembali. 

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang 

harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni:31 

 

1. Mushalih ( pihak yang mendamaikan) 

Pihak yang dapat mendamaikan hendaknya sanggup bertindak dan memiliki 

kekuasaan guna melepasakan haknya atau hal hal yang yang terkait dalam 

perdamaian, karena tidak semua orang  yang cakap dalam bertindak tentu 

memmiliki kekuasaan. Seperti wali atas harta benda yang diperwalianny, 

pengampu atas benda yang berada dibawah pengampuannya, dan pengawas 

wakaf atas  hak milik wakaf yang berada di pengawasannya.  

Koperasi Quantum Sinergi Umat dalam menyelesaiakan sengketa juga  

menunjuk  Mushalih untuk mendamaikan suatu  sengketa. 

 

2. Mushalih bih ( objek yang di sengeketakan) 

Harta benda yang dapat dipersengketakan dalam kegiatan Ekonomi Syariah 

yakni apabila memiliki unsur unsur seperti: 

 
31 Asep Dadan Suganda,” Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari’ah,” ISLAMICONOMIC : 

Jurnal Ekonomi Islam, vol.4, no 1 (2013) : 2 https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.74 

https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.74
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a) Sesuatu yang memiliki wujud dan bersifat material 

b) Sesuatu yang secara kebiasaan adat masyarakat dipandang mempunyai 

nilai  harta 

c) Sesuatu yang sesuai dengan ajran Allah SWT 

d) Sesuatu yang dapat disimpan dan dimiliki 

e) Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya 

Objek yang disengketakan pada koperasi Quantum Sinergi  Umat telah 

Memenuhi Rukun Diatas, karena  selama ini koperasi selalu bertransaksi dengan 

nasabahnya menggunakan  akad Mudharabah,  

3. persoalan yang boleh di damaikan  

Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) para ahli hukum Islam 

sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk 

pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak 

manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu 

hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja. 

Sengketa Pada koperasi Quantum Sinergi Umat dapat didamaikan  

karena  selama ini koperasi selalu bertransaksi dengan nasabahnya 

menggunakan  akad Mudharabah. 
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Adapun dalil mengenai musyawarah, tertuang didalam Al- Qur’an 

yakni: 

نَ ه م     وَأمَ ر ه م  ش ورَى بَ ي  

Artinya : “dan urusan mereka, mereka musyawarahkan diantara mereka “ 

 (Qs. Asy-Syuara 38) 

 وَشَاوِره م فِ الأمَرِ 

Artinya : “dan beermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu “ 

(Qs. Ali Imran Ayat 159) 

 

رِ مِنك مۖ  فإَِن تَ نَ زَعت م  فِ   دُّوه  إِل شَيءٍ فَ ر  يََيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَن  و ا أطِيع وا اَلله وَأَطِيع وا الرَّس ولَ وَأ ولِ الأمَ 

سَن  تََوِيلًأ  رَّس ولِ إِن ك ن  ت م ت  ؤ مِن ونَ بِالِله وَاليَومِ الَأخِرِۚ  ذَلكَ خَير ٌ  اِلله وَال وَأَح   

Artinya : “wahai  oranng – orang yang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah 

rasul dan pimpinan diantara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat 

mengenai suatu hal, kembalikanlah (jiwa- jiwa ajaran)  Allah (Al-Quran) dan 

(Jiwa ajaran) Rasul ( sunnah) yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya”  
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Dapat disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh Koperasi Quantum 

Sinergi Umat dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan 

melakukan pendampingan spiritual, sesuai dengan dalil Qs. An-nisa ayat 59 

yang dimana apabila terdapat perbedaan pendapat maka kembalikanlah ke pada 

ajaran Allah dan Rasul. 

Adapun penyelesaian secara Litigasi menurut Hukum Islam yakni Wilayat 

Al-  Qadha ( kekuasaan kehakiman). wilayat Al-qadha dibagi menjadi tiga yakni 

Al-hisbah, Al- Madzamil, dan Al-Qadha.32 

Al- Hisbah yaitu lembaga resmi negara yang diberui wewenang untuk 

menyelesaiakan masalah- masalah atau sengketa ringan yang dimana tidak 

mwmerlukan proses peradilan untuk menyelesaiakannya. Kewenangan lembaga 

hisbah sendiri tertuju pada tiga hal yakni: 

4. Dakwaan terkait kecurangan atau pengurangan takaran 

5. Dakwaan  terkaait penipuan dalam komoditi 

6. Dakwaan terkait penundaan pembayaran hutang, yang dimana pihak yang 

berhutang mampu untuk membayar. 

Al- Madzamil yakni badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela 

orang- orang yang teraniaya akibat perbuatan seseorang yang semena-mena. 

kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaiakan kasus- kasus 

pelanggaran hukum seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan 

pemerintah yang merugikan masyarakat. 

 
32 Imam jauhari , Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, 
(DIY:Deepublish, 2017), h.105 
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Al- Qadha menurut bahasa berarti memutuskan atau menetapkan, 

sedangkan menurut istilah  berarti “ menetapkan suatu peristiwa atau sengketa 

untuk menyelesaiaknnya secara adil dan mengikat”. Kewenangan yang dimiliki 

oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara- perkara tertentu yang erat 

kaitannya dengan masalah Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah ( masalah keperdataan).  

Konsep Wilayat Al-  Qadha  berkaitan dengan Peradilan Agama saat ini, 

karena peradilan gama di Indonesia memeliki kewenangan untuk menyelesaikan 

sengketa yang berkaitan dengan hukum islam. Dalam penyelesaian sengketa, 

peradilan agama di Indonesia mengacu pada prinsip- prinsip yang terkait dengan 

Wilayat Qadha seperti Keadilan, Netralitas, dan Transparansi.  

Dalam peradilan Agama memiliki asas Personalitas Islam, yang dimana asas 

ini memiliki makna bahwa:33 

1. Pihak yang berperkara harus sama- sama memeluk agama Islam. 

2. Perkara yang disengketakan yakni berupa perkara di bidang perkawinan, 

waris, hibah, zakat, wakaf,  dan ekonomi Syariah. 

3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan berdasarkan islam dan 

diselesaikan pula berdasarkan hukum Islam. 

Dengan demikian, asas personalitas keislaman memiliki kaitan yang erat 

dengan Wilayat Al – Qadha, yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam hukum 

islam dan penyelesaian sengketa  menurut hukum islam.  

 
33 Nurul  Umam, Erie Hariyanto, “ Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada 

Masa Nabi Muhammad SAW dan di Era Reforrmasi”, Al- Huquq: journal of Indonesian Islamic 

Economic Law, Vol.2 No.2 (2020): 169 https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441 
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terdapat Rukun dan Syarat Wilayat  Al- Qadha  dalam Penyelesaian 

sengketa Ekonomi Syariah meliputi: 

1. Memperhatikan hukum Syariah yang mengatur penyelesaian sengketa 

ekonomi, seperti sengketa bank Syariah, lembaga keuangan mikro Syariah, 

asuransi Syariah, reasuransi Syariah dan reksadana 

Untuk koperasi Quantum Sinergi Umat sendiri tergolong sebagai lembaga 

keuangan mikro, yang artinya koperasi Quantum Sinergi Umat termasuk 

klasifikasi tersebut. 

2. Melakukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah dan 

mediasi, serta memperhatikan prinsip- prinsip keadilan dan kebersamaan 

yang diatur dalam hukum Syariah. 

Koperasi Quantum Sinergi Umat melakukan penyelesaian sengketa yakni 

dengan melakukan musyawarah dengan pendampingan spiritual dan 

pendammpingan memenuhi kewajiban. 

3. Menjaga keadilan dan kebersamaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

Syariah, baik dalam bentuk hukum konvensional maupun hukum Syariah. 

 

Wilayat Al- Qadha, atau kekuasaan kehakiman, dapat menbantu dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi dengan memberikan landasan hukum dan 

wewenang untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan berkeadilan. Dalam 

knteks hukum islam, Wilayat Al- Qadha memberikan kewenangan kepada 

lembaga kehakiman untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah 

berdasarkan Prinsip- prinsip islam dan keaadilan. Dengan adanya Wilayat al- 
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Qadha, pihak pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memperoleh kepastian 

hukum dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi. 

Secara Litigasi, dari hasil penelitian diperoleh fakta hukum (de facto) 

bahwa Koperasi Quantum Sinergi Umat baik dalam Anggaran dasarnya maupun 

dalam akad-akad/perjanjian dengan pihak Investor maupun  Mitra Bisnis, tidak  

menyebutkan pilihan domisili hukumnya bilamana terjadi sengketa. 

 Secara hukum ini akan menimbulkan kesuilitan tersendiri bagi pihak 

Koperasi. Karena dalam suatu transaksi/akad/perjanjian, sangat penting bagi 

para pihak yang melakukan transaksi/akad/perjanjian tersebut untuk memilih 

dan menentukan domisili hukum. Hal ini bertujuan, agar ada jaminan kepastian 

hukum atau payung hukum bagi permasalahan yang hendak diselesaikan.  

Koperasi yang berbentuk konvensional secara otomatis tunduk pada 

ketentuan Hukum Perdata dibawah naungan sistim Peradilan Umum, sedangkan 

Koperasi yang berbentuk syariat, tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum 

syariat, yang dibawah  naungan Peradilan Agama. 

       Tidak dicantumkannya secara tegas pilihan domisili hukum 

membuktikan  bahwa : 

1. Koperasi Quantum Sinergi Umat  tidak memiliki ketegasan hukum dalam 

menentukan bentuk maupun arah sistim operasionalnya.   

2. Koperasi Quantum Sinergi Umat terkesan menyediakan kebebasan 

pemilihan domisili hukum, bilamana terjadi suatu sengketa. Koperasi 

Quantum Sinergi Umat, bisa merujuk pada dasar-dasar aturan konvensional 
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perkoperasian (tunduk pada kewenangan hukum pengadilan Umum) dan 

bisa pula  menggunakan dasar-dasar syariat dalam menyelesaikan sengketa 

(tunduk pada kewenangan hukum Peradilan Agama). Hal ini sesungguhnya 

hanya akan memberikan kesulitan sendiri bagi pihak Koperasi, karena 

ketidak - pastian hukum akan memberikan peluang bagi lawan sengketa 

memenangkan sengketanya. Ketidak pastian pemilihan domisili Hukum, 

dapat menyebabkan kasus akan lama tidak terselesaikan, yang pada 

akhirnya menimbulkan kerugian bagi semua pihak. 

Hal-hal tersebut diatas juga memberikan  bukti alasan kuat mengapa sejauh 

ini, pihak koperasi Quantum Sinergi Umat berusaha untuk menyelesaikan setiap 

permasalahan dengan jalan musyawarah. Karena pada hakekatnya pihak 

Koperasi menyadari akan menemukan kesulitan bilamana permasalahan harus 

dibawa ke jalur hukum. 

Fakta yuridis yang ditemukan, bahwa sejatinya secara Hukum Koperasi 

Quantum Sinergi Umat bahkan sama sekali tidak memiliki ketegasan dalam 

menentukan pilihan hukumnya, hal ini sudah tentu akan menyulitkan posisi 

hukum Koperasi Quantum Sinergi umat dihadapan publik. 

Walaupun jalur musyawarah adalah jalur yang sangat  efisien, hemat dan 

aman, sangat penting dalam penyelesaian suatu permaslahan yang dihadapi, 

didasarkan pilihan hukum yang pasti. 

Meski secara hukum Koperasi Quantum Sinergi Umat  tidak mencantumkan 

pilihan domisili hukum bila terjadi sengketa atau permasalahan, baik dalam 
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anggaran dasar maupun akad-akad nya baik dengan investor maupun mitra 

bisnis, tetapi isi kalimat yang tertuang dalam akad-akad tersebut mengarah pada 

ketentuan-ketentuan syariat. Maka hal ini bisa disimpulkan bila Koperasi 

Quantum Sinergi Umat pada hakekatnya ingin melaksanakan perjanjian-

perjanjian atau Kerjasama dan tunduk dalam ketentuan hukum syariat. 

Pemilihan Lembaga Peradilan Agama dalam Menyelesaiakan sengketa 

bisnis ekonomi Syariah seharusnya merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana, 

karena hal ini dapat tercapai keselarasan antara hukum materiil yang 

berlandaskan prinsip- prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang 

merupakan representasi lembaga peradilan islam. 

Beberapa produk hukum yang bisa dijadikan dasar/acuan bagi pegiat 

bisnis Syariah sebagai paying hukum yang dapat memberikan jaminan hukum,  

yaitu : 

1. Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang 

nomor 7 tahun 1989 tentang  Peradilan Agama 

Ada beberapa pasal dalam undang-undang ini yang mengatur secara 

jelas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa.  

a. Pasal 2 undang-undang nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan 

Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini. 
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Isi pasal ini menegaskan aturan bahwa lingkup kerja Peradilan Agama hanya 

mengatur, memeriksa, menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh hanya 

orang yang beragama Islam. Lembaga Peradilan Agama tidak akan 

memeriksa, menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh orang yang 

beragama selain Islam. 

b. Pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 berbunyi “ Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakn 

perkara di tingkat pertama, antara orang- orang yang beragama Islam di 

bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan 

Ekonomi Syariah”.  Lebih lanjut lagi dijelaskan secara perinci yang dimaksud 

dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: 

a. Bank Syariah 

b. Lembaga keuangan mikro Syariah 

c. Asuransi Syariah 

d. Reansuransi Syariah 

e. Reksa Dana Syariah 

f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga berjangka menengah Syariah 

g. Sekuritas Syariah 

h. Pembiayaan Syariah 

i. Dana pensiuanan lembaga keuangan Syariah 

j. Bisnis Syariah 
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c. Pasal 50 (2) undang-undang nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa apabila 

terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek 

hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengkete tersebut 

diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 49. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini 

merupakan  review judicial terhadap Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan tersebut 

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah jatuh di bawah 

kewenangan absolut Peradilan Agama. Putusan ini juga menyatakan bahwa 

Pasal 55 ayat 2 dan 3 serta penjelasannya yang telah menyebabkan 

ketidakpastian hukum dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan 

dengan UUD 1945.34 

3. Fatwa  DSN – MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021  

Fatwa  DSN – MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 menjelaskan 

tentang Pedoman Pendirian dan Operasional koperasi Syariah,  bahwa  

Penyelesaian sengketa pada koperasi syariah yakni wajib dilakukan dengan 

prinsip syariah dan peraturan perundang undangan yang beraku:35 

a. Melalui musyawarah mufakat 

 
34 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 
35 Fatwa  DSN – MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 tenang Pedoman Pendirian dan Operasional 
koperasi Syariah 
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b. Melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan 

Arbritase Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila 

musyawarah mufakat tidak tercapai.  

Namun skema untuk praktek penyelesaian sengketa yang dilakukan 

oleh pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang melalui  jalur Litigasi 

(meski selama ini belum pernah terjadi), masih kurang sesuai.  

Dalam wawancara dengan pengurus Koperasi Quantum Sinergi Umat 

dikatakan bahwa bilamana terjadi perselisihan/sengketa, maka akan 

diselesaiakan melalui jalur Peradilan Umum yang memiliki kewenangan 

memeriksa perkara secara Hukum Perdata.36 

Hal ini sudah tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelesaian 

hukum islam, sebagaimana yang diatur dalam  Undang-undang No.3 tahun 2006 

tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-

X/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan Fatwa  

DSN – MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 tenang Pedoman Pendirian dan 

Operasional koperasi Syariah, bahwasannya untuk penyelesaiannya sengekta 

malalui jalur Litigasi dapat diselesaiakan di Peradilan Agama.  

 

 
36 Farid, Wawancara (Malang, 5 mei 2023) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian terkait Penyelesaian Hukum dalam Menangani 

Sengketa pada koperasi Konvensional yang berpraktek secara Syariah Di kota 

Malang ( Studi kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang) adalah 

sebagai berikut : 

1. Secara Hukum, Koperasi Quantum Sinergi Umat, masih terdaftar secara 

konvensional, hal ini dapat dilihat dari Nama Lembaga Koperasi Quantum 

Sinergi Umat yang tidak sesuai denan ketentuan PP No 7 Tahun 2021 yakni 

tidak mencantumkan kata “Syariah”. Ini berarti Koperasi Quantum Sinergi 

Umat secara hukum tunduk pada sistim Hukum Perdata yang berada dibawah 

wewenang peradilan umum.   

2. Meskipun pendirian Koperasi Quantum Sinergi Umat dikatakan berbentuk 

konvensional, akan tetapi dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi 

Quantum Sinergi Umat melakukan akad-akad secara syariat. Yang berarti 

memilih/menggunakan ketentuan hukum Syariat (islam) dalam melakukan 

perjanjian/akad dengan investor maupun mitra bisnis. 

3. Berkaitan dengan penyelesaian Hukum yang dilakukan oleh Koperasi 

Quantum Sinergi Umat, secara  : 

a. Non litigasi, dilakukan melalui jalur musyawarah dengan pendampingan 

spiritual dan pendampingan kewajiban. 
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b. Litigasi, Koperasi Quantum Sinergi Umat, meski dalam isi akad-

akad/perjanjian yang dibuat dengan investor/mitra bisnis, menggunakan 

prinsip-prinsip Syariat, akan tetapi dikatakan bahwa Koperasi Quantum 

Sinergi Umat akan menempuh jalur peradilan umum bilamana terjadi 

suatu sengketa. Hal ini dimungkinkan, mengingat  tidak adanya secara 

tegas pemilihan domisili hukum dalam akad-akad yang dibuat.   

4. Untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara Non Litigasi, apa yang 

dilakukan oleh Koperasi Quantum Sinergi Umat, yakni melakukan 

Musyawarah dengan Pendampingan Spiritual (agama) dan Pendampingan 

Kewajiban sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Disisi lain untuk 

penyelesaian yang dilakukan secara Litigasi bilamana terjadi sengketa, 

meskipun selama ini belum pernah ada,  Koperasi Quantum Sinergi Umat 

memilih untuk menyelesaikan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), yang 

secara yuridis sebenarnya bertentangan dengan kewenangan absolut 

peradilan agama berdasarkan  Undang- undang No 3 Tahun 2006.  

Dikatakan bahwa hal itu bertentangan, karena secara hukum dapat dikatakan 

bahwa Koperasi Quantum Sinergi Umat dan mitra  bisnisnya (para pihak yang 

membuat akad/perjanjian) sebenarnya otomatis tunduk pada sistim hukum 

yang menjadi wewenang Peradilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undanng-

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
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Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006, disebutkan secara tegas bahwa  

Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan 

sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, ekonomi Syariah. (pasal 

2 jo  pasal 49 jo pasal 50 (2) UU No,3 tahun 2006).  

Isi ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 diatas sebenarnya telah 

memenuhi/memberi jaminan kepastian/kepentingan hukum bagi masyarakat 

dalam melakukan aktifitas hidupnya , khususnya bidang ekonomi Syariah 

seperti yang dilakukan Koperasi Quantum Sinergi Umat.  

B. Saran 

Menurut hasil analisi maupun kesimpulan diatas,  saran yang bisa 

disampaikan , adalah  sebaiknya untuk Koperasi Quantum Sinergi Umat, 

mempertegas tentang bentuk hukum lembaga Koperasinya. Karena hal ini 

ternyata  memperngaruhi pola penyelesaian hukum yang akan diambil. 

Menggunakan sistim Hukum Perdata (Sistim Peradilan Umum) atau Hukum 

Islam (sistim Peradilan Agama).  
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LAMPIRAN LAMPIRAN 

A. Dokumentasi  

1. wawancara dengan bapak Farid Hijriahwan Alam Insani Selaku Ketua 

Koperasi Quantum Sinergi Umat (12 Juli 2023) 
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2. Perjanjian Akad Mudhorobah  
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3. Akta Pendirian Koperasi Quantum Sinergi Umat 
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B. Lampiran Wawancara Kepada Narasumber 

1. Bagaiamana Sejarah berdirinya Koperasi Quantum Sinergi  Umat ? 

2. Bagaiamana Struktur Organisasi  pada Koperasi Quantum Sinergi Umat ? 

3. Apa Landasan Hukum yang digunakan Kperasi Quantum Sinergi Umat 

dalam Menjalani Operasionalnya ? 

4. Apakah Sistem Operasional yang digunnakan oleh Koperasi Quantum 

Sinergi Umat ? 

5. Apa saja Produk- Produk  Layanan yang ditawarkan Koperasi Quantum 

Sinergi Umat Kepada Nasabah ? 

6. Bagaimana Bentuk akad perjanjian yang digunakan Koperasi Quantum 

Sinergi Umat dengan Nasabah ? 

7. Untuk Fasilitas Simpan Pinjam, APakah Koperasi menerapkan Sistem 

Bunga? jika tidak, bagaimana sistem yang digunakan Koperasi Quantum 

Sinergi Umat?  

8. Bila Sistem yang dijadikan acuan Koperasi adalah Konvensional, 

sedangkan operasionalnya menggunakan sistem Syariah, kendala apa yang 

dihadapi oleh koperasi Quantum Sinergi Umat selama ini? 

9. Apakah Koperasi Quantum Sinergi Umat Memiliki Dewan Pengawas 

Syariah ? 

10. Lembaga Peradilan manakah yang dipilh Koperasi Quantum Sinergi Umat 

apabila terjadi sengketa yang di haruskan untuk diselesaikan melalui jalur 

Litigasi ? 

11. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang dilakukan koperasi 

Quantum  Sinergi Umat bila melalui jalur Non Litigasi ? 
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